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Dalam suatu perjanjian pemborongan (pel aksanaan pekerjaan), pihak pemberi pekerjaan (obligee) biasanya
mewajibkan kontraktor (principal) menyediakan suatu surat jaminan. Kewagjiban principal ini biasanya
dituangkan dalam suatu kontrak kerja antara obligee dan principal. Tanpa adanya surat jaminan ini obligee
tidak akan pernah bersedia menjalin kerjasama dengan principal, karena hal ini memang diwajibkan oleh
pemerintah. Sebelum keluarnya Keppres No. 14 A / 1980, surat jaminan ini biasanya diterbitkan oleh Bank
dalam bentuk garansi bank, tetapi setelah keluarnya K eppres tersebut, surat jaminan ini dapat dikeluarkan
oleh lembaga keuangan non bank dalam bentuk surety bond. Walaupun surety bond ini mempunyai banyak
kelebihan dan kemudahan untuk memperolehnya, tapi banyak pihak 1ebih menyukai bank garansi sebagai
surat jaminan. Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, di mana
datanya diambil dari kepustakaan ( c.ni.-i sekunder ) dan lapangan ( data primer ). Ketidakpopu lerar; surety
bond ini menyebabkan timbul keraguan, ke dalam perjanjian yang mana surety bond ini dapat dikategorikan
dan kenapa pemerintah mengeluarkan lagi surat jaminan surety bond ini sebagai alternatif bank garansi.
Padahal kenyataannya bank garansi sudah demikian diminati oleh para pelaku pasar terutama oleh obligee
dan para pemilik proyek, sehingga para kontraktor golongan ekonomi lemah tetap berada pada sisi yang
tidak menguntungkan. Untuk memperoleh bank garansi ini, biasanya pihak bank membutuhkan kontra
garans yaitu agunan ( collatéral ) berupa dana nasabah yang diblokir oleh bank. Kurang percayanya obligee
kepada surety bond disebabkan surat jaminan yang dikeluarkan oleh surety company ini untuk
memperolehnya tidak memerlukan kontra garansi sebagai mana halnya pada bank garansi sehingga
menimbulkan keraguan di pihak obligee, apalagi proses pencairan klaimnya mempergunakan prinsip-prinsip
asuransi yang dianggap berbelit-belit oleh obligee.
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